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BUPATI KONA "IE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONA~NE
NOMOR 6 TAW"fN2.021

TENTANG
PETUNJUK TEKl\'1S PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN1.0l1

DENGAN RAHMAT TUHAN'YANG MARA ESA

BUPATI KONAWE,

a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pernerintahan, Pernbangunan
dan Kemasyarakatan desa perlu adanya dnkungan alokasi dana desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah
Kabupaten Konawe;
bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa,
maka perlu adanya petunjuk teknis tentang peLaksanaanpenggunaan
alokasi dana desa tahun anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati
Konawe;
bahwa Alokasi Dana Desa d: Kabupaten Konawe Tahun Anggaran
2021 yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus (OAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan
peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun J 959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1RL2.);
Undang-Uudang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pcngeloiaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indunesia Tahnn 2004 Nomo. 66,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintsh Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Peruz.dang-Undanganfl.embar Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nornor 6398);
Undang-Undang Nomur 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S234) sebagaimana telah diubah dergan
Undang - Undang Nemer 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nornor 12 Tanun 202 ~ tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lemoar Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tembahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Lembaran Negara Nornor 557&) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undangNomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nornor 23 Tahun
2014 tentang Pemerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56'19):

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 2f5 Tahun 2004 tenter.g Perubahan
Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembarar, Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tara Cara dan
Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Kecamatan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40 );
11. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nemer 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan
Pernerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 20! 4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagairnana ielah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahur. 2015 ten tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentanglrana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694); Telah Dirubah kedalarn Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nornor II Tahun 20 19 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ?-014 Tentang Peraturan
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa(Lembaran Negara Repuohk Indonesia Tabun 2019 Nomor
41);

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Peneyelenggaraan Peruerintahan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 ten tang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor III
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala De3R;

17. Peraturan Menreri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 114
Tahun 2014 Tentang Pedornan Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat
Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5,
sebagaimana telah dirubah kedaiam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tabun 20 J 7 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (~erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1223);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun :-!017Nomor 89);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 20
Tahun 20i8 Tentang Pengclolaan Keuaugan Desa (Berita Negara
Republik Inonesia Tahun ),01 S NomOI' (11);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor gO Tahun 2015 Tentang
Pembenrukan Produk Hukwn Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 7.036) sebagaimana telah diubah
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 tahun 2015 Tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ~57);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor ....Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2021 (
Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor .....);

Menetapkan

MbMU 1U:SK...l\N:

PERATURAN BUPATI TF,NTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN AI.OKAS! DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2021

BAR J
KETENTUA1~ UMUM

PasaJ 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe,
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
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5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bcrwenang untuk rnengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat seternpat, berdasarkan assl-usul dan adat istiadat setempat
yang di akuidan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negzra Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pernerintahan dan kepentingan masyarakar
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lair: dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan ruitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat;

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumbcr dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawc;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraruran Oesa;

12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala
Desa;

13. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan basil Pemilihan Kepala Desa
oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pernerintahan, Pembangunan
serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;

14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas memhantu Kepala Desa dalam bidang
tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat;

15. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
16. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Dcsa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri SipiI

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas rnembantu

Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintaoan dan
pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas
membantu Sekreratis Desa dalam urusan Keuangan. Tata Usaha dan Urusan Umurn.

19. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berrugas membantu Kepala Desa dalam
memberikan pelayanan Pernerintahan di wilayah dusun:

20. Rukun Tetangga, untuk selanjutuya disingkai RT atau sebutan lainnya iernbaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selaniutnya disebut 1'.I:'KOaoaian perangkat oesa
yang melaksanakan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa;

22. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
a. Koordinator;
b. Pelaksana Kegiatan dan
c. Bendahara;

25. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan;
26. Bendahara dijabat oleb Kepala Urusan Keuangan;
27. Petugas Keagamaan Dcsa adalab Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu
28. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara
29. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 yang belum

dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2020 dan akan dibayarkan pada Tahun 2021.
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BABH
ALOKASI DANA DESA

Pasal2

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepsda Desa adalah sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor ......... Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022.

(2) ADD yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belauja Daerah Kabupaten Konawe
dipergunakan untuk Belanja Desa yang meJiputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan bidang Pembinaan kemasyarakatan;

(3) Besaran ADD yang Bersumber dari APBD sebar.yak Rp. 72.000.000.000 (Tujuh Puluh Dua
Miliyard Rupiah) dibagi sebanyak 291 Desa Penerima.

(4) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun Anggsran 2018,2019 dan 2020 Menjadi Utang
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

'(5) Penerimaan Alolcasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020
Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2021.

(6) Penggunaan ADD Kurang Bayar Tahun 2018, Tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu pada
Petunjuk Teknis Oprasional Alokasi Dana Desa Tahun 2(,18,2019 dan Petunjuk Teknis
Oprasional Alokasi Dana Desa Tahun 2020.

Pasal3
Daftar Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I,II,III,rv dan V sebagai mana Peraturan ini yang menjadi
satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pasal4

(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar! pengelolaan
keuangan Desa yang tercantum dalarn Anggaran Pendapatan dan Belan.a Desa (APBT)esa).

(2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan
partisipasi masyarakat di Desa.

(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai
ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip Transparan, Akuntaibel,
terarah dan terkendali.

BABID
PENGELOI.AAN ALOK....\SIDANA DESA

Pasal5
(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Kcuangan Desa

(PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Susunan Pelaksana Pengelo)aan Keuangan Desa(PPKD) terdiri atas :

a, Koordinator : Sekretaris Desa.
b. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi.
c. Bendahara : Kaur Keuangan.

(3) PPKD secara bersama-sama rnenatausahakan semua proses kegiatan oerencanaan.
pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pclaporan penggunaan ADD.

Pasal6

(1) Tim Fasilitasi Tingkat Kahupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
dengan susunan sebagai berikut :
a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
d. Kepala Bidang Pemerintanan Desa Dinas PM{) Kao. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
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f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaataunya.
b. Melaksanakan Sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang

ADD.
c. Menentukan besarnya ADD yang diterirna oJeh Desa berdasarkan indikator yang telah

ditetapkan,
d. Memberikan pelatihanJorientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggung

jawabanADD
e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak

lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta

pengawasan atas pelaksanaan ADD
g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan _I\.i)D kepada Bupati sebagai bahan

untuk penyusunan dan pengarnhilan kebijakan selanjutnya.
Tim kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
a Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
b. Sekretaris : Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kab. Konawe.

(3)

c. Anggota:
1. Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Konawe
2. Kasi Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa

Dinas PMD Kab. Konawe
3. Kasi Pengernbangan dan Pembinaan Pemerintah Desa DPMD

Kab.Konawe.
(4) Tim keselcretariatan Kabupaten mempunyai tugas :

a. Melakukan Fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
b. Melakukan Verifikasi Proposal ADD.
c. Memproses Rekomendasi Pencairan ADD.
d. Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
e. Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe
f. atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.

(5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas­
tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalarn menangani ADD.

(6) Tim Kesekretariatan Kabupaten rnerupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan
ADD.

(7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) di tuangkan dalam Surat
Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

Pasal7

(1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi
pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Carnat dengan susunan
sebagai berikut :
a. Camat sebagai Ketua Tim.
b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MDJ sebagai

Sekretaris.
c. Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah

kecamatan.
b. Membantu PPKD dalam menyusun rene ana teknis penggunaan ADD beserta

kelengkapannya.

(2)
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c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dan desa yang telah memenuhi persyaratan.
d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
e. Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporar, pertanggungjawaban ADD.
f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang

pembiayaannya bersumber dari ADD.

BARIY
BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesat.u
Besaran Dalla Desa

Pasal8

(1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2021 terbagi 4 (Empat)
Kelompok yaitu :
a. Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 247.088.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh

Delapan Pulun Delapan Ribu Lima Rams Rupiah,- )
b. Kelompok B masing-masing sebesar Rp, 249.940.900.- (Dua Ratus Empat Puluh

Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah,-)
c. Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 252.793.300~- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah,")
d. Kelompok D masing-masing sebesar Rp, 255.910.600,,, (Dua Ratus Lima Puluh Lima

Juta Sembilan Ratus SepuJuh Ribu Enam Ratus Rupiah,-)
(2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana pasal 8 Ayat (1) Point a.b.c.dan d adalah

sebagaimana pada Lampiran 1~1I,nIdan IV Peraturan Bupati Knnawe.
(3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (.L'uJD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1)

Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
(4) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (.A..DD;sebagaimana Pasal 8 ayat (1)

Point b adaJah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari lmam Desa, Mangku atau
Pendeta.

(5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1)
Point c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan
Pendeta.

(6) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1)
Point d adalab Desa yang Petugas Keagamaannya hanya tei diri dari Imam Desa, Mangku,
Pendeta dan Pastor.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pas a) 9

(1) PengeJoJaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (AD;) direncanakan secara terbuka
meiaiui h1u::,yuvvruahR...nC;CU1Ql'~n~b:msuno.n DOE)Q yang hr:t"l\nY!1ditmmgbm (bll~mPeraiuran
Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi
secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 2 (Dua) Bidang Belania yaitu :
Belanja Bidang Penyelengaraan Pemerintahahan De-sa. dan Belanja Bidang Pembinaan
kemasyarakat.
Belanja. ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperioritaskan
untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Opcrasional Kegiatan Pemerintab
Desa, Tunjangan BPD, Operasional RT,Inseotif, Perawat Desa dan Jaminan Sosial
Perangkat Desa.
Belanja. untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa dipergunakan ur.tuk biaya Oprasicnal
PKK,LPM,Karang Taruna, Toncmotu'c dan Pabitara.
Rincian Lampiran Penggunaan masing-rnasing Bidaug kcgiatan tercerinci sebagaimana
Lampiran I Peraturan ini.

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasall0
(1) Penerima ~amf::wt Jaminan Sosial Perangkat Desa sebageimana dimaksud pasal 9 ,'iyat(3)

adala terdiri dari; ,
a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa;
c. Kepala Seksi;
d. Kepala Urusan;
e. Kepala Dusun;
f. Rukun Tetangga;
g. Guru TPQ;
h. Imam Desa atau sebutan lainya dan;
1. Tonomotu'o.

(2) Besaran jumlah Jaminan Sosial sesuai dengan Larnpiran Peraturan ini yang rneniadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasalll
(1) Penghasilan Tetap Kepala desa, sekret.aris desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Non
PNS.

(2) Bagi kepala Desa dan atau penjabat kepala des a dati sekertaris desa yang berstarus PNS
dibcrikan tunjangan sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan
Perangkat Desa Non PNS setiap bulan.

(3) Selisih 50 % dari penghasilan Tetap Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa, Sekertaris Desa
dan Perangkat Desa sebagaiman dimaksud ayat (3) diatas dialihkan untuk membiayai
kegiatan pemeliharan sarana dan prasaran pemerintahan desa.

Pasal12

(1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (3) diatas
diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapakan tenaga keperawatan desa.

(2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalan Tenaga Keperawatan yang telah
memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan pcrundeng-undangan yang bei laku.

(3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas di desa diprioritaskao kepada tenaga perawat yang
berdomisili di desa dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melaJui Dinas Kesehatan Kab.
Konawe.

(4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di desanya dapat meminta tenaga
keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

BABV
MEKANISME PERl\fINT AAN,PENY ALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Paragraf I
Mekanisme permintaan

Pasal13

(1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Perrnintaan, Penyaluran dan Pencairan .illD untuk
ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melaui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
Kabupaten Konawe.

(2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilskasauakan dalam 2 (dua) tahapan
sebagai berikut :
a. Tahap I sebanyak 50% Anggaran
b. Tahap II sebanyak 50% Anggaran

(3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi
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(4)

(5)

pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keeuangan dan Aset Daerah Kab,
Konawe.
Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah
memenuhi syarat pengajuan:
Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi;
a. Laporan penggunaan ADD Tahun 2020 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2020
c. Bukti Setoran PpnIPPh Tahun 2020.
d. Peraturan Desa Tentang RPThfDesa.
e. Peraturan Desa Tentang RKPDesa
f. Surat Keputusan tentang penetapan tenaga Perawat Desa.
g. Berita Acara musyawarah desa ten tang penggunaan A.DD2021.
h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2021
1. Rencana Pengunaan Dana ADD (RPO) Tahun 2021.
J. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2021.
k. Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan ADD.
1. Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan ADD,
m. Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
n. Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
o. Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Puutobu, Imam Desa, guru TPQ, Mangku,

Biksu dan Pabitara.
p. Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan olch Kepala Desa.
q. Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
r. Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan olch Bupati Konawe.
s. Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
t. Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.terhadap pengg:.maan Anggaran ADD Tahap

I bermaterai. '
u. Rekomendasi Carnat.
Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap ITpada Semester ke II melampirkan :
a. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
b. Bukti Setoran PPn/PPh
c. Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap

II bermaterai.
d. Rekornendasi Carnat

(6)

Pasal14

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasa! J 3 ayat (.1 ),(1),(3) dan (5) Tim Kesekratariatan
Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekornendas. Pencairan Dana.

Paragraf2
Mekanisme Penyaluran dan Pcncairan Aiokasi Dana Desa

PasallS

(1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan
Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sctelah adanya Persetujuan Rekomendasi
Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama
Bupati Konawe.

(2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan
dan ditransfer ke rekening de-sa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan
melakukan pemindahan dana ke rekening lain.

(3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa rnenjadi pendapatan desa yang
dimasukan kedalam APBDesa.
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BABVI

PELAKSANAAN KEGIATAN~ PERTANGGVNGJAWI\BAN, PELAPORAN DAN
llENGAWASAN

Pasal16

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut ;
a. Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
b. Tahap Perencanaan.

1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim PPKD yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang
Pemerintaban dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalarn Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( APBDes).

c. Tahap Pelaksanaan.
1. Guna mendukung keterbukaan dan penyarnpaian infcrmasi secara jelas kepada

Masyarakat, Kepala Desa Wajih Mempublikasi Kegiatan Yang Bersumber dari ADD
Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya mernua: : Nama Kegiatan,dan Besaran
Anggaran kegiatan

2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pclaksanaan dan pelaporan
kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati
Konawe melalui DPMD

d. Pertanggungjawaban :
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan
tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya ·disa.rJl.paikanxepada Bupati Ko-iawe melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.

e. Pelaporan:
1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi

Kabupaten secara betjenjang.
2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan

sebagai berikut :
a) Pendahuluan.
b) Program dan Kegiatan ADD / Reneana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
e) Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Desa
d) Laporan Realisasi APBDesa dan Penggunaan ADD
e) Laporan Penggunaan ADD, Bukti Penerimaan, pembayaran dan alat bukti lainya yang

sab.
f) tingkat perkembangan kemajuan desa.
g) Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% sid

100%.
h) Penutup;

Pasa'17

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat oengawasan
Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawc.

BAB VlJ
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal18

(1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dart
pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja mcngunakkan



, ,

dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.

(2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun
sebelumnya tidak akan dlterbitkan Rekomendasi Pencairan Tahaun Anggaran Berikutnya,

(3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan
ADD sampai pada akhir Tahun Anggaran 202 l yang berakihat tidak keluarnya dana I..DD
desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak
ada anggaran yang diluncurkan).

(4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Daerah.

BAll VHI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati llll akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati

BABIX
PEN lTTU r
Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kaoupaten Konawe.

Ditetapkau di : Unaaha
Pada tan_gg&__: t8 _- 1 - 2021

Diundangkan di Unaaha •
Pada tanggal: j,r Jc:t\M.U.N\ 2021.

SEKRET ARIS DAERAH,

BERlTA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : .
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LAMPIRAN I:RINCIANPENGGUNAANADDTAHUN 2021 MASING-MASINGDESA(KELOMDOKA)

NO URAIAN JUMLAH (Rp) .¥;I Sat JUMLAH (Rp)-1 2 3 4 6
A PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

SILTAP/TUNJANGAN(PNS)
2.471.500,00 I1 KEPALADESA 12 ob 29.658.000,00

2 SEKDES 1.300.000,00 12 ob 13.600.000,00
~.

3 KASIPEMERINTAHAN 1.100.000,00 12 ob 13.200,00:::1,00
4 KASIKESEJAHTERAAN 1.100.000,00 12 OD 13.200.000,00

I- KASIPELAYANAN 1.100.000,00 ob
._;_

5 12 13.200.000,00
6 KAURTATAUSAHADAN UMUM 1.100.00U,OO 12 ob 13.200.000,00
7 KAURKEUANGAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.01)0,00
8 KAURPERENCANAAN 1.100.000,00 1i ob 13.200.000,00
9 KADUSUNI 1.000.000,00 12 cb 12.000.000,00
10 KADUSUNII 1.000.000,00 12 ob 12 000.000,00
11 KADUSUNIII 1.000.000,00 12 ob 12.000.000,00

._
INSENTIF

r' 1 RT(60rg) 470.000,00 obn. 13.840.000,00
2 PERAWATDESA

._
1.000.000~ 12 ob

.-
12.000.000,00

3 GURUTPQ 225.000 I 12 ob 2.700.000,00
4 IMAM DESA ob

._
225.000 12 2.700.000,00

=±-TUNJANGAN
1 BPD

- KETUABPD 500.000,00 12 ob 6.000.000,:)0_.
- WAKILKETUA -150.080,00 12 ob 5.400.000,00_.
- SEKRETARiSBPD 400.000,00 12 ob 4.8CO.OOO,OO1--._. ...:.....-
-ANGGOTA 350.000,O(J 1:: 01:> 4.200.000,00
-ANGGOTA 350.000,00 J.2 ob 4.200.000,00

L
JAMINAN SOSIALKADESDAN PERANGKATDESA

t---
RT,TONOMOTU'O, IMAM DESAATAU SEBUTANLAINYA,GURUTf'Q

1 JAMINAN SOSIAL(20Org) 12.700-"';"240 ob 3.048.000,00
...__

B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN- --I-
1 OPRASIONALPKK I 67G.UOO,OO 1 pkt 670.000,00
2 OPRASIONALLPM 1.000.000 1 pkt 1.000.000,00
3 OPRASIONALKARANGTARUNA 672.500,00 I 1 pkt 672.500,00
4 INSENTIFPABITARA 225.000 12 ob 2.700.000,00
5 INSENTIFTONOMOTUO 225.000 12 ob 2.700.000,00

.".--.
247.QS8.500

JUMLAH l6~ DeSiI 64.984.275.500

'3UPAT KONAWE!

KERYSAIF~~GC;OASA

• ... 401,,.'-'1""'''.. : ........ _, . ." .. ,." ••..•. !•• , '" •••.1'...... ~_ ••
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LAMPIRAN II:RINCIANPENGGUNAANADDTAHUN 2021 MASING-MI\SINGDESA(I<ELOMPOI<3)

NO ~ URAIAN =i JUM~H (RfLtv*g_Sat_~Ml~Ij_(RP)----1 2 3
A PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

SILTAP/TUNJANGAN(PNS)
1 KEPALADESA 2.471.500,00 12 ob 29.658.000,00
2 SEKDES 1.300.000,00 12 ob 15.600.000,00
3 KASIPEMERINTAHAN 1.100.000,oe 12 ob 13.200.000,00
4 KASIKESEJAHTERAAN 1.100.00Q,OO 12 ob 13.200.000,00
5 KASIPELAYANAN

._
12 ob1.100.000,00 I 13.200.000,00

6 KAURTATAUSAHADANUMUM 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
7 KAURKEUANGAN 1.100.000,00 I 12 ob 13.200.000,00
8 KAURPERENCANAAN 1.100.000,00 ' U ob 13.200.000,00
9 KADUSUN I 1.000.000,OC 12 ob 12.000.000,00
10 KA DUSUNII , 1.000.000,00 12 ob 1:!.000.000,00
11 KADUSUNIII 1.000.000,00 ~2 ob 12.000.000,00---

INSENTIF -1 RT(60rg) 470.000,00 72 ob 33.840.000,00
2 PERAWATDESA 1.000.000,00 12Ob 11.000.000,00
3 GURUTPQ 225.000,00 12 ob 2.700.000,00
4 IMAM OESA 225.000,00 12 ob 2.700.000,00
5 PENDETA/MANGKU 225.000,00 12 ob 7..700.000,00

TUNJANGAN
1 BPO I

- KETUABPD 50.0.000,00 1.2, o~ 6.000.000,00
-WAKIL KETUA 450.000,00 I 12 ob 5.400.000,00
- SEKRETARISBPD 400.000,00 I 12 ob 4.800.000,00
-ANGGOTA 350.000,00 12 ob 4.200.000,OU
-ANGGOTA 350.000,01) 12 ob 4.2GO.OUO,OO-

JAMINAN SOSIALKAOESDAN PERANGY.ATDESA
I---

RT,TONOMOTU'O, IMAM DESAATAU $EBUTANLAINYP.,GURUTPQ
1.JAMINAN SOSIAL(21Org) 12.7()O,OO' 2.S"'2'"job 3.200.400,00.-

-----L-a PEMBINAAN KEMASYARAKATAN I
610.000,001 OPRASIONALPKK 670.000,00 1 pkt

2 OPRASIONALLPM l.OOO.OOO,OO 1 pkt 1.000.000,00
3 OPRASIONALKARANGTARUNA 672.500,00 1 pkt 672.500,00

"- I-- ._
4 INSENTIFPABITARA 225.000,00 12 ob 2.700.000,00
5 INSENTIFTONOMOTUO 225.000,00 12 ob 2.700.000,00

249940.900
JUMLAH 23 Oesa 5.74£.,640.700

IJUPATI KONAWE,

LC}-..;r

KERYSAr;U~I\'GGOASA

!.. - ,".. ".". ~ ,... r·fft5~~{·!;'~~~.~-.:--...-....tt~-
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LAMPIRAN III:RINCIANPENGGUNAANADDTAHUN 2021 MASING-MASINGDESA(KELOMPOKC)

NO URAIAN I JUMLAH (Rp) Vol Sat JUMLAH (Rp)- -1 2 3 4 5 6-A PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
SILTAP!TUNJANGAN(PNS)

1 KEPALADESA

I
.-

12 ob2.471.500,00 29.658.000,00
2 SEKDES 1.300.000,00 12 ob 1S.600.000,OO
3 KASIPEMEnINTAHAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
4 KASIKESEJAHTERAAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
5 KASIPELAYANAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
6 KAURTATAUSAHADAN UMUM 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
7 KAURKEUANGAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
8 KAURPERENCA[\JAAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00
9 KADUSUNI 1.000.000,00 12 ob 12.000.000,00

, 10 KADUSUNII 1.000.000,00 12 ob 12.000.000,00
11 KA DUSUNIII 1.000.000JOO :i.;t. ob 12.000.000,00

INSENTIF
1 RT(60rg) 470.000,00 72 ob 33.840.000,00
2 PERAWATDESA 1.000.000,00 12 ob 12.000.001),00
3 GURUTPQ 225.000,00 12 ob 2.700.000,00
4 IMAM DESA 225.000,8(, 12 ob 2.700.000,00
4 PENDETA 225.(100,00 12 ob 2.700.000,00

I
~

ob6 MANGKU 225.000,00 12 2.700.000,00

TUNJANGAN
1 BPD

- KETUABPD 500.000,00 12 ob 6.000.000,00
- WAKIL KETUA 450.000,00 12 ob 5.400.000,00
- SEKRETARISBPD 400.000,00 12 ob 4.800.000,00
-ANGGOTA 350.000,00 12 ob 4.200.000,00
-ANGGOTA 350.000,00 12 ob 4.200.000,00

JAMINAN SOSIALKADESDAN PERANGKATOESA- RT,TONOMOTU'O, IMAM DESAATAU SEBUTANLAINYA,GURUTPQ
1 JAMINAN SOSIAL(22Org) 12.700 254 ob 3.352.800,00,_

B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
1 OPRASIONALPKK 670.000,00 1 pkt 670.000,00
2 OPRASIONALLPM 1.000.000,00 1 pkt 1.000.000,00
3 OPRASIONALKARANGTARUNA 672.500,00 1 pkt 672.500,00

- r----'-:- z.voo.ooo.oo4 INSENTIFPABiTARA 225.000,00 12 ob
5 INSENTIFTONOMOTUO 225.000,00 JL ob 2.700.000,~.Q_

I 252.793.300
t-' ~,qnln~,ioQJ\.JlVIlAH _J_~ De~.,, - . .. , ,\. : I

J3UPAT.KO"iAW~~
L ~~ ,I

~ ~AI-~~K Rl f
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LAMPI RAN IVjRINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2021 MASING-Mt.SING DESA (KELOMPOK D)

--£MLAH (RPL#~ ---JU'ALAH("p)NO URAIAN
1 2 3 4 _ 5 I 6
A PENYElENGGARAAN PEMERINTAHAN ---roo

SIt TAp]TUNJANGAN(PNS)
1 KEPALA DESA 2.471.S00,~ 12 ob 29.658 OOO,CO

2 SEKDES 1.300.000,00 r- 12 ob 15.600.000,00

3 KASI PEMERINTAHAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00

4 KASI KESEJAHTERAAN 1.100.000,00 12 ob 13.7.00.000,00

5 KASI PELAYANAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00

6 KA\JR TATA \.ISAI"tADAN UMUM 1.100.000,00 12 ob 13.2i)0.OOO,OO

7 KAUR KEUANGAN 1.100.000,00 12 ob 13.200.000,00

8 KAUR PERENCANAAN 1.100.000,00 ~- r--' ob 13.LOO.000,OO

9 KA DUSUN I 1.000.000,00 J2 ob 12.000.000,00

10 KA DUSUN II 1.000.(;00,00 12 ob 12.0~0.0f)O,OO

11 KA DUSUN III 1.000.00C,OO 12 ob 12.000.000,00.-f--
INSENTIF

._ r---

1 RT(60rgi 470.000,00 72 ob 33.8tlO.000,OO

2 PERAWAT DESA 1.000.000,00 12 ob 12.000.000,00

3 GURU TPQ 22S.000~00 1~ ob 2.700.000,00

4 IMAM DESA 225.000,00 17 ob 2.700.000,00
4 PENDETA 225.000,00 ::'2 ob 2.700.000,00

6 MANGKU
._
1---.

225.000,00 -TI r--ob 2.700.000,00
7 BIKSWPASTOR 225.000,OC 17. ob ~.700.000,OO

TUNJANGAN
1 BPD ..

- KETUA BPD -500.000,00 :;'2 ob 6.000.000,00
- WAKIL KETUA 450.000,00 12 ob 5.400.000,00
- SEKRETARISBPD 40000~O~ 12 ob 4.800.000,00
-ANGGOTA 350.000.00 12 ob 4.200.000,00
-ANGGOTA 350.000,00 ."} ob 4.200.000,00

~

.1._

OPRASIONAl
1 ATK KANTOR 264.900,00 1 ?I~t 264.900,00

- JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA
RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU S£BUTAN LAINYA, GURU TrQ

1 JAMINAN SOSIAl.(23 Org) 12.700,00 r--n6 ob 3.505.200,00

8 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
._ -

1 OPRAS!ONAL PKK 670.000,00 1 pkt 670.000,00
2 OPRASIONAL LPM 1.000.000,00 1 pkt 1.000.000,00
3 OPRASIONAL KARANG TARUNA 672.500,00 1 pkt 672.500,00
4 INSENTIF PABITARA 225.00-0,00 12 ob 2.700.000,00
5 INSENTIF TONOMOTUO 225.000,00 12 ob 2.700.000,00

255.910.600
JUMLAH 1\ Oesa ~SS.910.600

-'1

BUPA~~WEf
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